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Abstrak

Perdebatan paling seru menjelang di selenggarakannya hajatan nasional, pemilu 2014, adalah bagai-
mana melanjutkan reformasi di bidang politik, khususnyn sistem pemilu dan pemerintahan, yang
diyjukan untuk memperkuat stabilitas dan meningkatkan efektifitas dalam mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan pemerintah, Reformulasi penerapan elecroral threshold dalam proses penye-
derhanaan pariai politk di Indonesia pertama dilakukan dalam Undang-Undang Pemilu 2004, Pe-
svederhanaan parpol dilakukan lewat Electoral Threshold (ET) sebesar 2%. Kedua Undang-Un-
dang Pemilu 2009 dengan ET 3%. Partai-partai yang mampu memenuhi angka tersebut ngotot
antuk memegang teguh Ketentuan tersebut, sementara bagi partai-partai yang tidak lolos ketentuan
ET 3% berusaha sekuat mungkin agar tetap mengikuti pemilu 2009, PBB merupakan salah sat par-
w yang mencoba untuk menghapus ketentuan tersebut agar dapat langsung ikut pemilu 2004, Dan
perjuangan PBB dengan partai-partai keeil lainnya pun berhasil, ET 3% pun terhapus. Karena ET
&hapus maka sebagal gantinya untuk melakukan penyederhanaan parpol diganti menjadi Parlia-
meniary Threshold (PT) 2,5%. Kini perdebatan mengenal penvederhanaan partai muncul kembali
Zzlam menyusun undang-undang pemilu 2014, dan perdebatan ini muncul tak jauh dari apa vang
tejadi saat menyusun undang-undang pemilu 2009, Karena itu wacana vang dominan hanvalah se-
putar jumlah angka dalam menatkkan PT, ada yang menghendaki tetap, naik menjadi 3-4 % hingga
ke tingkat ekstremis 5 %.

s.ata kunci : electoral threshold; reformulasi partai politik: pemilu; parliamentary threshold

Abstract

The most intriguing debates in selenggavakannya celebration ahead of national elections in 2014, is
bow fo continue the reform in the field of politics, especially electoral sysiem and government,
which is intended to strengthen the stability and increase the effectivencss in implementing
government policies. Refornudation of the application of the electoral threshold in the process of
wmplification of the political party in Indonesia was first performed in 2004, The Electoral Law
Smplification done through political parties Electoral Threshold (ET) by 2%. Second Act 2000
elections by ET 3%. The parties were able to meet these numbers determined to uphold these
provisions, while for parties that do not gualify for the provisions ET 3% do everything possible in
srdder fo stay abreast of the elections of 2008. The United Nations is one of the party wha are mryving
so delete that provision in ovder to divect part in the elections 2004 and the UN strugeles with other
smalier parties also managed, ET 3% then cleared Because ET s removed i instead to simplify the
porties changed to Parliamentary Threshold (PT) of 2.53%. Now the debate about simplification of
she party appear back in drafting elecioral law of 2014, and this debate appeared not far from what
bappens when drafting the electoral law af 2009, Due to the domingmt discourse is just abowr the
ssmiber of digits in raising PT, ne desire remains | rose 1o 3-4% to the 3% level extremisis,

Keywaords: electoral threshold; reformufation of political pariies; election; parliamentary
threshold
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A. Pendahuluan

Perdebatan paling seru menjelang dise-
lenggarakannya hajatan nasional yaitu pada Pe-
milu 2014 adalah bagaimana melanjutkan re-
formasi di bidang politik, khususnya sistem pe-
milu dan sislemn pemerintzhan, vang ditujukan
untuk memperkuat stabilitas dan meningkatkan
efekiifitas dalam mengimplementasikan kebija-
kan-kebijakan pemerintah,

Konstitusi kita (UL 1945) tdak mengn-
mangdtkan secara jelas sistemn kepartaian apa
yang harus diimplementasikan. Meskipun demi-
kian Konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa
Indonesia mencrapkan sistem multi partai.' Pa-
sal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wa-
kil Presiden diusulksn oleh poartai politik atau
gabungan pariai politk. Dart pasal tersebut ter-
siral bahwa Indonesia menganut sistem multi
partai karena yang berhak mencalonkan pasa-
ngan calon presiden dan wakil presiden adalah
partai politik atau gabungan partai politik. Kata
“gabungan partai poltitik™ artinya paling sedikit
dua partai politik vang menggabungkan diri un-
tuk mencalonkan presiden untuk bersaing de-
ngan calon lainnya yang diusung oleh partai po-
litik lain. Dengan demikian dar pasal terschut
di dalam pemilu presiden dan wakil presiden
paling sedikit terdapat tiga partai politik.”

Kenyataanya di Indonesia telah menjalan-
kan sistem mult parisi sejak Indonesia menca-
pai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presi-
den M. Hatta No X/194% merupakan tonggak
dilaksanakannya sistemn multi partai di Indone-
sia.” Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk
mempersiapkan penvelenggaraan pemilu yang
pertama pada tahun 1955, Pada pemilu tersebut
ditkuti oleh 29 partai politik dan juga peseria
independen (persecrangan). Beberapa partas po-
litik yang mendapatkan suara signifikan pada
pemilu pertama antara lain PN (22,32%), Ma-
syumi (20,92%), NU (18.41%), PKI (16,36%),

' JFimly Assiddigic, 20089, Menwin Negora Hukum Fang
Dypredkratis, Bhuann Timu Popoler (Group Gramedia), Ja-
kara, hlm. 195

* Mellnz, Avpust, Keserentakom Pemift don Pempederfi-
saran Keparfoiom, Position Paper yang tidek dipubiikasi-
kan, Media Indonesia, dinkses tanggal 27 Juli 2012, him
4

! Muhammad Al Safa'nt, Pestbicharan Pareai Polik,,
Rajawal Pers, Jakarta, 20011, him. 8
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PSI1 (2,89%), Parkindo (2,66%), PS1 (1,99%),
Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%)."

Sejak Subarto menjadi presiden pada ta-
hun 1967 partai politik dianggap sebagai pe-
nyebab dari ketidakstabilan politik vang terjadi
pada tahun 1%950an - 1960an. Oleh karena itu
agenda vang penting untuk menciptakan peme-
rintahan yang stabil adalah melakukan penye-
derhanaan partai politik.” Pada pemilu pertama
di masa Orde Baru, tahan 1971, terdapat 10 par-
tai politik, termasuk partai pemerintah {Golkar)
ikut berkompetisi memperchbutkan kekuasaan,
Pada tahun 1974 Presiden Subarto melakukan
restrukturisasi partai politik, vaitu melakukan
penyederhanaan partai melalui penggabungan
partai-partai politik.”

Meskipun dari sisi jumlah partai politik
yang berkembang di Indonesia pada saat itu,
Indonesia dikategonikan sebagai negara yang
menganit sistem mult partai, banyak penganat
politik  berpendapal bahwa sistem  kepanaian
yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem
partai tungeal.” Ada juga yang menyebut sistem
kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai
dominan. Hal ini dikarenakan kondisi Immircr.isi
antar partai politik yang ada pada saat itu,” Be-
nar, jika jumlah partai politik yvang ada adalah
lebih dan dua parpol schingga dapal dikalegon-
kan sebhagai sistem multi paria. Namun jika dia-
nalisis lebih mendalam ternyata kompetisi dian-
tara ketige partai politik di dalam pemilu tidak
seimbang. Golkar mendapatkan “privelege” darni
pemenntah untuk selaly memenangkan persai-
ngan perebutan kekuasaan,

T

* Zakari Bangun, 2007, Sistem Ketatanegaraon Indone-
v Pascopmandenen UL 945, Penerbit Bina Media
Perinizs, Medan, him, 136,

" Hasil dari restrukiurisasi pariai politik tersebut adslah
munculnyas liga portai pobitik (Golker, PPP, dan PIM)
PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partal politk
yang berasoskan Istam (NU, Parmusi, PSH dan Perti)
PN merupakan hasil pengeabungan dan partai-partal na-
sionalis dan agama non-lglam (PNL, PRI, Parfkando, Ka-
tolik). Sedangkan Golkar adalah parai politik bentuken
pemerintah Orde Baru,

* Mellnz, Auguss, Keserentaban Pemiln don Perpederha-
s Koportaians, Op. Cit., him, 5

* Wi'mand Huda, 2007, Lenhaga Negara Masa Tramsisl
Memiiu Demokrasd, Pénerbit UL Press, Yogyakarta, him
5,
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Crerakan reformasi 1998 membuahkan ha-
sil liberalisasi di semua sekior kehidupan ber-
sangsa dan bernegara, termasuk di bidang poli-
wi Salah sato reformasi di bidang politik adalah
memberikan reang bagi masyarakat untuk men-
dirikan partai politik vang dianggap mampu me-
representasikan politik mercka. Liberalisasi po-
Gok dilakukan karena pariai politik warisan Or-
de Baru dinilai tidak merepresentasikan masya-
rakar Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnyva
ndak kurang dari 200 pariai politik tumbuh di
dzlam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut
Banya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu
1299, Pemilu 1999 menghasilkan beberapa par-
w politik yang mendapatkan suara yang signi-
fikan dari rakyat Indonesiz adalah PDI Perua-
egzn. P.Golkar, PKB, PPP, dan PAN,

Peserta pemilu tahun 2004 berkurang se-
t=mgah dani jumlah parpel pemilu 1999, vaitu 24
perpal. Berkurangnya jumlab parpol vang ikut
serma di dalam pemile 2004 karena pada pemilu
mrsebut telah diberlakukan ambang batas (thre-
shold), D dalam UU No 3/1999 tentang Pemilu
&atur bahwa partai politik yang berhak untuk
mengikuti pemilu berikutnya adalah partai poli-
gk vang mendapatkan schurang-kurangnya 2%
pemiah kursi DPR. Partai politik yang lidak
mencapal ambang balas tersebut dapat mengi-
ki pemilu berikutnya harus bergabung dengan
partal lain atau membentuk partai politik bary,”

Kalay pemilu 1999 hanva menghasilkan
Ema parpol yvang mendapatkan suara signifikan
dan mencapai Electoral Threshold (ET). Meski-
pun persentasi ET dinaikan dari 2% menjadi 3%
cemizh kursi DPR, Pemilu 2004 menghasilkan
iebih banyak partai politik vang mendapatkan
wmara signifikan dan lolos ET untuk pemilu
2009, Pemilu 2004 menghasilkan tujuh parai
seng mencapal ambang batas tersebut. Ketujuh
parizi tersebut adalah P.Golkar, PDI Perjua-
mgzn, PKB, PPP, P. Demokrat, PKS, dan PAN.
Dengan demikian diperlukan suatu reformulasi
shectoral threshold dalam sistem kepartaian di
Imdonesia agar menciptakan pemerintahan yang
=fektif dan efisien,

5 Permasalahan
Bertolak dan latar belakang masalah di

" Muhammod Ali Salaat, Pembubaraw Poartel Politik |
Bawwali Pers, Jakarta, 2001, him. %

Firmian F, Busrok

atas, dapat diumuskan masalah dalam peneli-
tian ini sebagai berikut ;

Bagaimanakah reformulasi elecroral the-
exhold dalam sistem kepartaian di Indonesia?

C. Pembahasan

Kombinasi antara sistem presidensial dan
sistemn multi partai vang dipraktekkan di Indo-
nesia tidak mendorong terjadinya pemerintahan
yang efektif dan stabil. Sistem pemerintshan
memiliki korelasi langsung terhadap efektivitas
pemerititahan, karena terdapat bukti kalau kedua
sistern pemerintahan mampu menciptakan pe-
merintahan vang efiktif."

Dari segi menjaga stabilitas politik dan
pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman
yang berharga dan mampu menjawab bahwa
sistemn presidensial ternyata mampu menghasil-
kan stabilitas politik dan pemerintahan vang
lebih baik jika dibandingkan dengan sistem par-
lemen. Pelaksanaan demokrasi parlemen pada
tahun [950an ternyata dimilai gagal di dalam
menciptakan stabilitas pemerintah dan politik
yang akhirnya dinilai gapal menvejahterakan
rakyvat Indonesia,

Balah satu alasan Amerika dengan sistem
presidensial mampu menghasilkan pemerintah
yang efektil karena ditopang oleh sistem dwi-
partai. Sedangkan Indonesia mempraktekan sis-
tem presidensial dan sistem mult partai. Ada
beberapa alasan mengapa sislem presidensial
dan sistern multi partai kurang berhasil di dalam
menciptakan pemerintahan  yang  efektif dan
stabil dibandingkan dengan sistem parlementer
vang dikombinasikan dengan sistem dua pamai
Menurut Mainwarring (2008) werdapal beberapa
alasan/kelemahan sistem presidensial vang di-
kombinasikan dengan sistem multi partai,

Pertama, karena pemilihan presiden dan
parlemen diselenggarakan sccara terpisah maka
kemungkinan presiden yang terpilih adalah pre-
siden vang tidak mendapatken dukungan mayo-
ritas di parlemen. Padahal di dalam sistern presi-
densial dukungan parlemen kepada presiden sa-
ngat berpengaruh di dalam proses pembuatan
undang-undang dan pelaksanaan kehijakan dan

Meskipun fidak ada hubungan yang langsung antara sis-
tem pemerintaban dengan efekfitas pemenintah, akan te-
tap ada beberapn hol di dalam sistem presidensialime
ving mempengaruhi efeknvitas pemerintah,
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program — program pemerintah. Semakin besar
dukungan parlemen kepada presiden maka im-
plementasi kebijakan publik ofeh pemerintah
akan semakin efektif. Sebaliknya semakin kecil
dukungan parlemen maka efektifitas pemenntah
di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebi-
jakan akan semakin berkurang.

Kedua, personal presiden - termasuk ke-
pribadian dan kapasitas- merupakan salah satu
faktor vang penting. Di dalam scbuah situas
vang sulit seperti keadaan krisis ckonomi saal
im presiden dibadapkan pada pekenjasn vang
sangat banyak dan rumit, Oleh karena itu presi-
den juga dituntul memiliki kapasitas yvang baik
untuk menangani berbagai permasalahan yang
sedang dihadapi. Selain dituntut untuk memiliki
kapasitas dalam menangani permasalahan bang-
511, karena presiden membutuhkan support/duku-
ngan dan parlemen maka presiden juga ditantut
untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dan
lobby yang baik dengan parlemen. Salah satu
faktor kurang efektifnya pemerintahan SBY saat
imi oleh beberapa kalangan dinilm discbabkan
kelemahan SBY di dalam mengelola dukungan
dart koalisi partm politik yang mendukung pe-
metintah dan lemahnya/ketidakmampuan presi-
den melakukan komunikasi dan lobby politik
dengan parlemen.

Ketiga, di dalam sebuah sistem presiden-
sial dan mult partai membangun koalisi parta
pohitik untuk memenangkan pemilu adalah hal
yvang sangal wajar dan umum terjadi. Koalisi
partai politik terjadi karena untuk mendapathkan
dubungan mayoritas dan parlemen merupakan
sesuatu yang sangat salit. Namun masalahnya
adalzh koalisi yang dibangun di dalam sistem
presidensial - khususnya di Indonesia - lidak
bersifat mengikat dan permanen.'' Partai politik
yang tergabung di dalam schuah koalisi mendu-
kung pemerintah bisz saja menank dukungan-
nya. Contohnya adalah PAN sebagai partai pen-
diskung SBY tiba-tiba menarik dukungannya di
tengah perjalanan. Tidak sdanya jaminan bahwa
koalisi terikat untuk mendukung pemerintah
sampai dengan berakhimya masa kerja presiden.
Partai-partai politik vang tergabung di dalam
koalisi cenderung mengambil keuntungan dari
pemerintah, Jika kebijakan atau program yang

" Mubwmmad Ali Safa’ot. G, Cir, hlm. 25

i

diambil oleh pemerintah tidak populer partai
politik cenderung melakukan oposisi, "

Sclamjutnya koalisi partai politik yvang di-
bangun untuk mendukung calon presiden tidak
mencerminkan dan mejamin dukingan semid
anggota parlemen dari masing-masing partai po-
litik vang ada di dalam koalisi kepada presiden.
Partai politik tidak mampu melakukan kontrol
terhadap para anggota-anggotanya di parlemen
untuk selalu mendukung pemerintah. Hal yang
menarik adalah tidak sedikit anggota DPR dari
partai Giolkar, PPP, PKB, vang memiliki wakil-
nya di kabinet melakukan perlawanan terhadap
program-program vang akan dilakukan oleh pe-
mernntah yang notabene harus di dukungnya, ?

I3 dalam sistemn parlementer koalisi partai
politik lebih bersifat permanen dan disiplin, Ko-
alisi partai politik dibangun atas dasar parlemen.
Belain ancaman dikeluarkan dan keanggotan
parlemen oleh partai politiknya, jika anggota ti-
dak mendukung program-program pemerintah
agar berhasil perolehan kursi partan mercka akan
lerancam pada pemilu benkuinya, Schingga
suksesnys pemermtah terbentuk jugu eI
ngaruhi citra partai politik pendukungnya,

Jika koalisi parpol dalam sistem parle-
menter dibangun setelah pemilu, koalisi parpol
dalam sistem presidensial dibangun sebelum pe-
milu presiden dilaksanakan, Akibamya beberapa
partai polittk mendukung di dalam pencalonan
akan tetapi tdak mendukung kebka calon ter-
sebut terpilibh. Hal ini disebabkan, misalnyi, ti-
dak tereakilinya partai tersebut di kabinet. Ka-
laupun terdapat perwakilan paria di kabinet,
pariai politik terschut tidak bcr!an%%'ungiﬂwah
ntas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Keempat adalah lemahya penegakan far-
soer politik politisi vang ada di eksekutif man-
pun parfemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa ter-
dapat beberapa politisi di pariemen yang tidak
mengindahkan etika dalam berpolitik. Perilaku
inilah yang menyebabkan pengambilan keputu-
san di parlemen sulit untuk dicapai secara efek-
tif. Sebaliknva beberapa menteri di kabinet lebih

" I,

j" Muhammad Ali Safn’at, O, Cir, him. 37

" Edison Mochlis, 2005, Sivren devr Repileenl Pemiliilo
Presiden lovigsurg 200, Prorilihan Presiden Jangsung
2004 ke Mavalah Kewvelidan] Demokreasi df Tredomesio,
LIPL Hlm. 3
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memunjukkan loyalitas kepada ketua partainya
dibandingkan dengan kepada presiden. Atau
bahkan para pembantu presiden terscbut lebih
disibukkan dengan kegiatan konsulidasi intemal
partai politik dibandingkan dengan membantu
presiden mengimplementasikan program-prog-
ram pemerintah. Tidak bisa dipungkin kabinet
hasil koalisi ini sering terjadi comflict of interesr
kmrena pejabat partai politik yang ditunjuk se-
megal menten tidak mengundurkan din dan ja-
Patan di partai politik.
kalauw kita sepakat bahwao ujuan ulamsa
penataan sistem politik Indonesia dinggukan un-
muk menciptakan pemerintahan yang efektif dan
stabil maka ada beberapa altematif jawaban
vang patul dipertimbangkan oleh para pembuat
kebijakan, Beberapa alternatif tersebut adalah
sehagai berikut;
1. Mengubah Sistem Presidensial menjadi
Sistem Parlemen
Sepertinya pilihan pertama ini sangat
sulit, kalau tidak dibilang mustahil, un-
tuk dilakukan. Selan pengalaman trav-
matis yang pemih dislami Indonesia pa-
da masa demokrasi parlementer, ULID
1945 secara tegas mengamanatkan bah-
wa sistem pemerintahan Indonesia ada-
lah presidensial.” Tidak mudah untuk
melakukan amandemen terhadap ULD,
akan memerlukan perdebatan yang pan-
jang dan pasti akan mendapatkan resis-
tensi yang sangal besar. Pilihan ini ada-
lah tidak realistik untuk dipilih.
2. Mengubah Sistem Kepartaian
Contoh negara vang mengimplementasi-
kan sistem presidensial yang sukses ada-
lah Amerika dimana sistem presidensial
di dukung olch sistem dwi - partai.'"®
Kalau bangsa Indonesia ingin berkiblai
kepada Amerika di dalam menata sistem
politiknya maka sistem multi partai ha-
ruslah diubah menjadi sistem dwi — par-
tni. Tawaran solusi ini sepertinya jupa
sulit untuk direalisasikan karena akan
melawan arus  demokrasi, Masvarakat
Indonesia vang sifatnya plural tidak akan

* Edison Muchlis, €y, Ci,, Him. 4

" Bagr Monan, 1999, Lemboga Kepresidenan  Pertgot-
s certt Pelpkegnganye, UIL Pers bekerjasama dengin
Gamma Media, Jokyakoria,

Firnran F. Busrah

bisa direpresentasikan oleh dua partai
politik saja."”

3. Mengurangi Jumlah Partai Politik
Jumlah partai politik yang terlalu banyak
juga merupakan salah satu fakior pe-
nyumbang tidak efektifnya sistem peme-
rinteh di Indonesia, Banyaknya partai
politik vang ikut dalam pemilu menye-
babkan koalisi wang dibangun untuk
mencalonkan presiden dan wakil presi-
den terlalu “gemuk™ karena melibatkan
banyak parpol. Jika saja partai politik
vang ikut serfa pemilu tidak banyak,
maka koalisi parpol vang dibangun juga
tidak akan menjadi “gemuk”. Presiden
terpilih idealnya berasal dari koalisi
yang sekurang-kursngnya mendapatkan
dukungan parlemen 30% dari jumlah
kursi PR dan jumlah partai yang ikt
berkoalisi tidak banyak, cukup dua atau
liga partai saja,

Sistem presidensial i Indonesia hingga
saat ind belum dapat mewujudkan secara penuh
pemerintahan yang kuat dan efekif. Dalam
rangks menciptakan pemerintahan yang kuat,
stabil, dan efektif perlu didukung pula oleh sis-
tém keparinian yang sederhana. Dengan sistem
kepartaian sederhana akan dapat dihasilkan ting-
kai fragmentasi yang relatif rendah di parlemen,
vang pada gilirannya dapal tercipla pengambilan
keputusan vang tidak berlarut-larut. Jumlah par-
ta1 yang terlaly banyak akan menimbulkan dile-
ma bagi demokrasi, karena banyaknya partai po-
litik peserta pemilu akan berakibat sulitnya ter-
capai pemenang mavoritas. Di sisi lain, ketiada-
an partal politik vang mampu menguasai mayo-
ritas di parlemen mervpakan kendala bagi ter-
ciptanya stabilitas pemerintahan dan politik.

Prakiik yang sekarang terjadi adalah ketia-
daan koalisi besar yang permanen, schingea se-
tiap pengambilan kepulusan oleh pemerintah
hampir selalu mendapat hambatan dan tenta-
ngan dan parlemen. Oleh karena iy, yang perlu
dilakukan adalah mendorong terbentuknya koa-
lisi partai politik vang permanen, baik yang
mendukung pemerintahan maupun koalisi parta
politik dalam bentuk vang lain. Hal ini diperlu-
kan scbagai upaya agar bisa tetap sejalan de-

" Edison Muchlis, O, O, Hin §
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ngan prinsip check amd balances dari sistem
presidensial,

Munculnya banyak partai politik selama
ini dikarenakan persyaratan pembentukan parai
politik vang cenderung sangat longgar.* Selain
itu, penyederhanaan sistem kepartaian juga ter-
kendala oleh belum terlembaganya sistem gabu-
ngan pariai politik (koalisi) yang terbangun di
parlemen atau pada saat pencalonan presiden
dan wakil presiden, gubernur dan wakil guber-
nur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan
wakil walikota, Pada pemilu presiden tahun
2004 dan terpiliknya beberapa kepala dacrah
dan wakil kepala dacrah baru-baru ini, gabu-
ngan partai politik (koahsi) sehetulnya sudah di-
laksanakan. Namun, gabungan (koalisi) tersebut
lebih bersifat instan, lebih berdasarkan pada ke-
pentingan politik jangka pendek dan belum ber-
dasarkan pada platform dan  program  politik
vang disepakati bersama untuk jangka waktu
tertentu dan bersifat permanen.

Secara teori ada keterkaitan yang erat an-
tara upaya penataan sistem politik yang demok-
ratis dengan sistem pemerintahan yang kuat dan
efektif, Dalam masa transisi politik, pemahaman
terhadap hubungan antara kedua proses itu men-
jadi sangat penting. Karena keterbatasan wakiu
dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem
politik dan pemerintahan dilakukan secara ter-
pisah. Logika vang digunakan seringkali berbe-
da satu dengan yang lainnya. Dalam realitas, se-
mua elemen tersebut akan digunakan dan me-
mimbulkan kemungkinan komplikasi satu de-
ngan lainnya."

Berdasarkan pengalaman, ada hubungan
yang relatif konsisten antara sistem kepartaian
dengan sistem presidensial, Multipartai, feruta-
ma yang bersifat terfragmentasi, menyebabkan
implikasi deaalock dan immobilism bagi sistem
presidensial murni, Alasannya adalah bahwa
presiden akan mengalami kesulitan untuk mem-
peroleh dukungan yang stabil dari legislatif se-
hingga upaya mewujudkan kebijakan akan me-
ngalami kesulitan, Pada saat yang sama partai
politik dan gabungan partai politik yang meng-
antarkan presiden untuk memenangkan pemilu

B gean Maimwaring, 1993, Presidemiofion, Mulfipartel
el Dimreraey: The Difficals Combination, dalam Com-
Tﬁmﬁ\'l.‘ Paolical Studies, Yol. 26

* Muhammad Ali Sofn‘at, Op, Cir, hlm. 58
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tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi
pemerinizhan. Tidak ada mekanisme yang dapat
mengikatnya. Alasan lain adalah bahwa komit-
men anggota parlemen terhadap kesepakatan
vang dibuat pimpinan partai politik jarang bisa
dipertahankan, Dengan kata lain, tidak adanya
disiplin partai politik membuat dukungan terha-
dap presiden menjadi sangat tidak pasti. Peruba-
han dukungan dari pimpinan partai politik juga
ditentukan oleh perubahan kontekstual dari
konstelasi politik yang ada,

Tawaran yang diberikan unuk memper-
kuat sistem presidensial agar mampu menjalan-
kan pemerintahan dengan baik adalah dengan
menyederhanakan jumlah partai politik. Jumlah
partai politik wang lebih sederhana (efektif)
akan mempersedikit jumlah vero dan biaya tran-
saksi politik. Perdebatan yang tejadi diharap-
kan menjadi lebih fokus dan berkualitas. Publik
juga akan mudah diinformasikan batk tentang
keberadaan konstelasi partai politik maupun pi-
lihan kebijakan bila jumlah kekuatan politik le-
bih sederhana.™

Sistem kepartaian yang kita bangun ha-
ruslah digrahkan uniuk terwujudnya sebuah tata
kelola sistem pemerintahan presidensil yang di-
dukung oleh jumlah partai yang sedikit di ting-
kat suprastruktur. Dalam kontek tersebut maka
isu penyederhanaan parpol menjadi wacana
vang banyak disuarakan tidak saja oleh para ahli
pn]ig‘rk namun juga para politisi/parpol di sena-
yan,”

Hal tersebui bisa dilihat dari setiap pem-
bahasan undang-undang pemilu. Menjelang
permbahasan undang-undang pemilu 2004 misal-
nya, isu penyederhanaan parpel dilakukan lewat
Electoral Threshold (ET) sebesar 2%. Partai-
partai yang tidak mencapai angka 2% banyak
yang protes bahkan ada yang meminta ET tidak
diberlakukan, misalnya Partai Keadilan, Namun
undang-undang terlanjur menctapkan angka ET
gebesar 2% sehingga PK berubah menjadi PES

Mgeott Matmwaring, Loc. Clr,

* Hanya saja dalam tingknt aplikasinya masaloh penye-
derhanaan parpol yung diswarakan oleh parpol khususnys
merekn yang tengal menikmati korsi kekuasaan fering
kali diwarnai oleh agendn tersembonyi yakni adanys par-
tai besar berusaha keras uniuk mematok angka tinggi ge-
ni “mematikan” partnl-partai kecil, semensar. partal kecil
berusaha =ekeras mungkin untuk bisa lolos mengikuti pe-
Tnksannan pemile,
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untuk bisa menjadi peserta pemilu 2004,

Isu penyederhangan parpol kembali men-
cuat pada sast pembahasan undang-undang pe-
milu 2009 dengan ET 3%, Partai-partai yang
mampu memenuhi angka tersehut ngotot untuk
memegang teguh ketentuan tersebul, sementara
bagi partai-partai yang tidak lolos ketentuan ET
3%, berusaha sekuat mungkin agar tetap mengi-
knti pemilu 2009, PBB merupakan salah satu
partai yang mencoba untuk menghapus ketentu-
a0 tersebut agar dapat langsung ikut pemilu
2004, Dan pefjuangan PBB dengan partai-partai
kecil lainnya pun berhasil, ET 3% pun terha-

Karena ET dihapus maka sebagai gantinya
entuk melakukan penyederhanaan parpol digan-
o menjadi Parliamentary Threshold (PT) 2.5%.
Pergantian dari ET ke PT im justru tidak mam-
pu menyederhanakan partai politik maupun me-
svederhanakan sistem pemily, vang tegadi jus-
tru sebaliknya jumlah partai politik bertambah
sanvak. Bila pada pemilu 2004 jumlah parpol
24, maka pada pemilu 2009 menjadi 38 parpol.
Komsekuensi pembengkakan parpal ini 1adah pe-
Laksanaan pemilu 2009 semakin tambah ruwet
dan panjang ™

Karena itu pada fase ketiga, yakni tercip-
waye budaya demokratis vakni hubungan antacs
kmeria afau kecfektifan pemerintahan demokra-
w5 dengan legitimasinya tidak berjalan,™ Pada
fasc ini vang seharusnya meneruskan fase perta-
ma dan kedua dengan mengerucutkan jumlah
partnl yang secara ideal untuk mendukiung sis-
wem presidensial tidak berjalan. Pemilu ke-3 ma-
s tmansisi (pemilue 2009) vang scharusnya men-
st fase untuk menciptakan budayva demokratis
menjadi berhenti. Tukar guling ET ke PT mern-
sekan awal petaka dari proses penvederhanaan
partzi politik. Akibainya jumlah partai puilt:lr.
peserta pemilu 2009 menjadi membengkak. ™

Kalou dicermat dengan saksama, muncul-
mva ketentuan Pasal 202 mengenai batas am-
Sang parpol untuk memperoleh kursi di DPR
Pardiamentary Threshold yang bunyi lenghkap-
=s= “Partai politik peserta pemilu harus meme-

Haris Rahimi dalam Podink dan Pemerintaban Tndone-
s 7000 MIPI Puaast.
“Soom Mumnwaring, Loe. €,

Y Bed

Firman F, Rusrak

nuhi amhang batas perolehan suara sckurang-
kurnngnya 2.5% dar jumlah svara sah secar
nasional uniuk ditkutkan dalam penentuan per-
obehan kursi DPR.” Pantai-panai yang tidak lo-
los ET berusaha sekeras mungkin untuk bisa
ikut dalam pemilu 2009, hal ini yang kemudian
memunculkan pasal 8 aval 2, “Partai politik
peserts pemilu pada pemilu sebelumnya dapat
menjadi peserin pemilu pada pemilu berikut-
nye.” Munculnya pasal ini sekaligus membatal-
kan ketentuan ET yang seharusnya naik dari 3%
pada pemilu 2004 menjadi 4% atau 3% pada pe-
milu 2009,

Pada sisi lain dengan ketentuan PT terse-
but partai-pariai besar akan mendapat keuntu-
ngan. sehab kendati parpol atau caleg mempero-
feh suara banyak di suaty daerah pemilihan na-
mun secara nasional tidak memenuhi Pasal 202
maka secara otomatis suara vang “diamanah-
kan" kepada Eﬂlﬂ_ﬂ atau parial yang bersangku-
tan akan hilang. > Sehingga kursi yang scharus-
nya menjadi miliki partm yang tidak lolos PT
akan menjadi perebutan lagi. Untuk mempere-
butkan sisa kursi tersebit maka muncul pasal
pasal 205 ayat 5 di mana sisa suara parpol pe-
serta pemilu —tentunya ini yang lolos PT- di-
kumpulkan di tingkat provinsi. Sisa suara vang
diperoleh partai-partai besar apabila dikumpul-
kan pada tingkat provinsi tentu jumiahnya akan
sangat besar yang hls.n dijadikan untuk memper-
oleh kursi kembali,™

Kini isu penyederhanaan parpol menje-
lang pembahasan undang-undang politik 2014
menjadi {su panas. Hemal kami proses penye-
derhanaan parpol dapat dilakukan lewat dua
cera yakni memperketat parpol yang mau ikut
pemilu, dan kedua memperketat parpol vang lo-
los ke parlemen, Sedangkan untuk mendirikan
parpol justru harus dipermudah, hal tersebut ter-
kait dengan kekebasan berserikat dan berkum-
pul dan kondisi sosial-kultumal masvarakat Indo-
nesia yang sangat majemuk.”

Persyaratan untuk biss ikul pemilu bagi
partai-partai baru harus diperberal. Banvak sedi-
kitnya partgi politik vang ikut pemilu akan ber-
implikasi terhadap tingkat efisiensi anggaran,

™ Hanis Ruhimi, Lac Cit

T epan Mainwaring, Loc, O,

* Muhammnd Ali Safa‘at, O Cii, him, 61
™ Haris Rahimt, Lov. it
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wakiu maupun bebnn paikologis para pelaksana
fmapun pemlhh Semakin banyak tentu dari
sepi biaya, wakiu, dan beban psikologis baik pa-
nitia maupun pemilih akan semakin tinggi. Im-
plikasi lebih lanjut akan mempengamhi tingkat
ke-LUBER-an dan ke-JURDIL-an semua pi-
hak."! Oleh karena itu persyaratan untuk bisa
ikut menjadi peserta pemilu harus diperketat,
Kolau selama ini persyaratannya hanya me-
nyangkut masalah adminitrasi semata, maka ke
depan harus ditingkatkan, misalnya usia parpol
yang bersangkutan harus lebih dari 5 tahun, te-
laby memiliki dtau mampu menjalankan peran
politik (komunikasi, rekrutmen, partisipasi, dan
sosialisasi) khususnya dalam melakukan meng-
ngregasi  kepenlingan masyarakat (menyerap
dan menyalurkan aspirasi) dan sebagainya. Se-
hingga ketika meral:a :hpe;ma}ra oleh rakyat -
dak gagap dan gugup.’

Kedua, memperketat masuknya parpol di
parlemen. Hal ini bisa lewat PT, memperkecil
jumlah kursi setiap daerah pemilihan, pemben-
tukan fraksi, dan sehagainya. Yang perlu dicatat
jalah yang diperketat hanyalah masuknya parpol
sementara politisinya bisa masuk lewal partai
palitik peserta pemilu. Schingga kalau partainya
tidak lolos ke parlemen, namun polilisi yang
bersangkutan memiliki jumlah susra terbanyvak
bisa lolos dan bergabung dengan parial vang lo-
los, Dengan mode! ini maka ada dua unsur vang
dipadukan yakni unsur ketegasan dan unsur ke-
manusiaan (suara rakyat tidak hilang/perfjuangan
politisi dan tim menjadi tidak percuma).

Dengan dua piniu penvederhanaan lerse-
but, maka kondisi masyarakat yang majemuk
gkan tlerjaga dan bisa terus maju dan berkermn-
bang, pemilu tidak ribet dan rumil, sementaea
sistem pemerintahan presidensial akan berjalan
efektil dan efisien. Sistem penyederhanaan ini
tentu akan berjalan alami dan logis sebab tidak
melakukan penyederhanaan dengan “pembunu-
han™ terutama mercka yvang mendapat suar ter-
banvak namun partainya tidak lolos PT sebagai-
mana pemilu 2005,

Berkaca pada pengalaman hampir sepuluh
tahun paska reformasi, demokrasi Indonesia de-
ngan sistem mulltipartai belum signifikan mem-

ool Muinwaring, Lee. Cin.
" Haris Fahimi. Loc. Cir
" thid,
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berikan harapan bagi pengelolasn tata pemerin-
tahan yang efektif dan efisien. Alasannya karena
sistem multipartai telab mengalami perluasan
fragmentasi, sehingga mempersulit proses peng-
ambilan setiap keputusan di legislatif. Karena
it tidak heran bila berbagai pihak mula men-
dorong penerapan sistem muliipariai sederhana.

Alam demokrasi tentu tidak menggunakan
larangan secara langsung bagi pendirian partai
politik, karena itu hak asasi yang harus dihor-
mati. Pembatasan pariai politik dilakukan de-
ngan menerapkan berbagai prosedur sistem pe-
milu. Secara sah, legal, dan demokratis, sistem
pemilu menjadi alat rekayasa vang dapat me-
nveleksi dan memperkecil jumiah partai politik
dalam jangka panjang,

Duverger berpendapat, bahwa upaya men-
dorong penvederhanaan partai politik dapal di-
lakukan dengan menggunakan sistem distrik
Dengan penerapan sistem distrik dapat mendo-
rong ke arsh integrasi partai-partai politik dan
mendorong  penyederhanaan partai lanpa harus
melakukan paksaan. Semctara dalam  sistem
proporsional cenderung lebih mudah mendo-
rong fragmentasi pariai dan timbulnys partm-
pariai politik baru. Sistem ini dianggap mempu-
nyvai akibat memperbanyak jumlah partai,

Dalam sistem distrk, teritori sebuah nega-
ra dibagi menjadi sejumlab distrik. Banyaknya
jumlah distrik itu sebanyak jumlah anggota par-
lemen yang akan dipilih. Setiap distrik akan di-
pilih satu wakil rakvat. Dalam sistem disirik
berlaku prinsip the winner takes all. Partai mi-
noritas tidak akan pemah mendapatkan wakil-
nye. Katakanlah, dalam sebuah distrik ada sepu-
lubi partai yang ikut serta. Tokoh damn Partai A
hanya menang 25%, namun tokch parai lain
memperoleh suara yang lebih kecil. Walau ha-
nya mendapatkan suara 23% suara, distrik itu
akan diwakili oleh tokoh partal A. Sembilan to-
koh lainnya akan tersingkir,

Metode the winner fakes afl ind akibatnya
menjadi insentif negatif bagi partai keeil. Dalam
studi perbandingan, sistem distrik ini memang
merangsang partai keeil uniuk membubarkan
diri, atau menggabungkan din dengan pariai
lain, agar menjadi mayoritas, Dalam peralanan
wakiu, sistem ini hanya menyisakan dua partai
besar saja. Partai keeil lainnya terkubur dengan
sendirinya.
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Kelehihan sistem distrik dalam menveder-
fanakan jumlah partai karena kursi yang dipere-
fotkan dalam setiap distnk (dacrah pemiliban)
fanya safu, akan mendorong pantai-partai untuk
menvisihkan perbedaan-perbedaan dan menga-
dakan kerjasama. Dengan berkurangnya partai,
pads pilirannya akan mempermudah terbentuk-
=va pemnerintahan yang stabil dan meningkatkan
sabilitas nasional. Selain itu, sistem distrik da-
pai memmgkatkan kualitas keterwakilan karena
wakci| vang terpilih dapat dikenal oleh penduduk
=tk schingpa hubungan dengan konsiituen
k=bih erat, dan dengan demikian ia akan mendo-
rong untuk memperjuanghkan aspirasi mercka "’

Meskipun diakui sistem distrik diakui da-
pat menyederhanakan jumlah partai politik, na-
=um untuk saat ini sistem tersebul belum men-
sadi pilihan bagl Indonesia. Mengingat realitas
sosial masyarakat Indonesia vang heterogen se-
femgea cukup sulit menerapkan sistem distrik.
Earena dari golongan-golongan yang ada. golo-
mzan minornitas dikhawatirkan tidak terakomo-
&= Karena itu, pilihan untuk tetap menerapkan
seem proporsions] merupakan suatu keputusan
sang relevan untuk konteks Indonesia saat ind.

Sistem proporsional memiliki mekanisme
sersendinl untuk menyederhanakan jumlah partai
politik™ Penyederhanaan partai politik dalam
remgka menghasilkan parlemen dan pemerinta-
B vang efektif, dalam era relommasi ini perun-
Semgundangan mencrapkan  Electoral  Thre-
shold pada Pemilu 1999 dan 2004, dan terbukt
2=n 4% parim politik peseria Permilu 1999 berko-
=y annjad'i 24 partai politik pada Pemilu
i

Dalam UU Na, 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Elec-
sl Threshold didefinisikan sebapal ambang
Patas syaral angka perolchan suvara untuk biza
sengikuli pernilu berikutnya, Arlinya berapa-
pun kursi yang diperoleh di parlemen, untuk
st kembali dalam pemilihan umum berikut-
=¥a harus mencapat angka Electoral Threshold
== jadi, partai politik yang gagal memperoleh
Bstzsan suara minimal berarti gagal untuk me-

herpboyyendratninin blogepot com/ 201 | 07/ sistem-
k=partmnn-di-indonesia-kritik. mi
* Maris Rahimd, Loc O

B

Firman F, Busroh

ngikuti pemilu berikutnya, ™

Pada pemilu 1999, Indonesia menerapkan
electoral threshold sebesar 2% dan suara sah
nasional. Peserta pemilu yang lolos berdasarkan
perolehan suara ada enam partai. Dengan demi-
kian, hanya keenem partai yang berhak mengi-
kuti Pemilu 2004, yakni PDI P, Golkar, PKB,
PPP, PAN, dan PBB.

Secara prosedural, partai-partai di luar ke-
enam partal itu tidak diperkenankan mengikuti
Pemilu 20048, Tetapl, dalam praktiknya tidak de-
mikian, karena pariai lama mengubah namanya
atau menambah satu kata di belakang nama par-
tai sebelumnya. Artinya, partai vang tidak me-
menuhi electoral threshald letap ikut pemilu be-
rikutmys dengan karakier partai seria pengurus
partainya tidak berubah.

Femilu 2004 menerapkan angka electoral
threshold menjadi 3% dari perolchan suara sah
nasional. Hal ini dilakukan untuk lebih memper-
ketal partai-partai vang mengikuti Pemilu beri-
kutnya. Semangat dari peningkatan threshold
yang semakin besar vaitu unk membangun
sistern multipartai sederhana denpan pendekatan
yang lebih moderat. Dengan threshold 3%, par-
tai yang bisa mengikuti Pemilu 2009 hanyva tu-
juh partai, yaitu Golkar, PDI P, PKB, PPF,
PAN, Partsi Demokrat, dan PKS. Tetapi fakta-
nya di parlemen ada 17 partai. Hal ini vang me-
ngurangl keefektifan parlemen dalam bekerja
karena lambat, Artinya penerapan  Electoral
Threshold termyata tidak membual partai me-
ngerveul dan mendukung tata kelola parlemen
vang efektif,’

ltulah latar belakang dar Panitia Khisus
UL Mo, 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan U-
mum DPR, DPD, dan DPRD, telah mengundang
sejumlah pakar dan ahli untuk memberikan
pemikiran-pemikiran vang menyatakan bahwa
Electoral Threshold it tidak dikenal di negara
manapun, atay menimbulkan anomali.™ Sehing-
ga secam leoritis, saya kutip dari saudara Dr.
Sutradara Gintings dan Prof. Dr. Ryaas rasyid
saal pembahasan UL tersebut, sesungguhnya
yang ada dalam sistem pemilu adalah Parfia-
mentary Threshold yang artinva adalah syarat
ambang batas perolchan suara parpol untuk bisa

‘: Haris Rahimi, Loc. Ol
T fhid,

™ Haris Rahimi. Loc Cif
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masuk ke parlemen, Jadh, setelah hasil jumlah
slara masing-masing partai politik  diketahui
seluruhnya, lalu dibagi dengan jumlah suara se-
cara nasional. Jika suara partai politik itu men-
capai angka 2,3% dar jumlah suara nasional,
miaka dia berhak menempatkan wakilnya di par-
lemen, tanpa mempermasalahkan berapa jumlah
kursi hasil konvers suara yang dimiliki parta
politik tersebut, Inilah teor untuk menghasilkan
parlemen yang efektif

Jika kita lakukan simulasi dengan data
Pemilu 2004, maka di parlermen hanya akan ada
T partai. Schingga dengan Parfiamentary Thre-
shold akan terjaring sejumlah partai vang betul-
betul legitimate. Sehingga sebelum pemilu dise-
lenggarakan, dengan sendinnya partai politik
akan mengukur diri sampai scjauh mana duku-
ngan rakyal kepadanya.

Hal im juga akan membual fungsi-fungsi
parpol vang dirwmuskan dalam UL No. 2 tahun
2008 tentung Partai Politik akan berjalan efektit
karena sebelum parpol itu melakukan fungsi
rekrutmen (penentuan calon legislatif), partai
politik pasti akan lebih dulu menjalankan fungsi
sosialisasi, fungsi edukasi, fungsi agregasi dan
fungsi kaderisasi. Selain itw mereka juga akan
berkarva dan mengabdi kepads masyarakat, Di-
sinilah adanya korelasi dan hubungan vang sa-
ngat signifikan antara UU No. 2 tahun 2008 ten-
tang Pariai Politk dengan UL No. 10 tahun
2008 tentung Pemilihan Umum DPR, DPD, dan
DPFRD, dalam sistem multipartas di Indonesia.

Iy, Penutup

Upava-upaya vang dapat dilakukan untuk
menciptakan sistem pemerintahan vang efektif
dan stabil di Indonesia menvederhanakan jum-
lah partai politik guna memperkuat Sistem Pre-
sidensial; Menyelenggarakan Pemilu Presiden
dan Legislatil secara bersama-sama (Concarrent
Electiong),

Reformulasi  pencrapan  electoral  thre-
shold dalam proses penyederhanaan parial poli-
tik di Indonesia pertama dilakukan dalam Un-
dang-Undang  Pemilu 2004, Penvederhanaan

parpol dilakukan lewal Elecroral Threshold
(ET} sebesar 2%. Partai-partai yang tidak men-
capai angka 2% banyak yvang protes bahkan ada
vang meminta ET tidak diberlakukan, misalnya
Partai Keadilan. Namun undang-undang terlan-
Jur menetapkan angka ET sebesar 2% schingga
PK berubah menjudi PKS untuk bisa menjadi
peserta pemilu 2004, Kedua Undang-Undang
Pemilu 2009 dengan ET 3%. Partai-partai yang
mampu memenuhi angka tersebut ngotot uniuk
memegang teguh ketentuan fersebut, sementara
hagi partai-partai vang tidak lolos ketentuan ET
3% berusaha sekual mungkin agar tetap mengi-
kuti pemilu 2008, PBB merupakan salah satu
parai yang mencoba ontuk menghapus ketentu-
an tersebut agar dapat langsung ikut pemilu
2004, Dan perjuangan PBB dengan partai-pariai
keeil lainnya pun berhasil, ET 3% pun terhapus.
Karena ET dihapus maks sehagai gantinyva un-
fuk melakukan penyederhanaan parpol digani
menjadi Parliamentary Threshold (PT) 2,5%.
Pergantian dari ET ke PT ini justru tidak mam-
pu menyederhanakan partai politik mavpun me-
nycderhanakan sistem pemilu, vang terjadi jus-
tru sebaliknya jumlah partai politk bertambah
banyak, Bila pada pemilu 2004 jumlah parpol
24, maka pada pemilu 2000 menjadi 38 parpol.
Konsekuensi pembengkakan parpol ini ialah
pelaksanaan pemilu 2009 semakin lambah ruwet
dan panjang. Kini perdebatan mengenal penye-
derhanaan partai muncul kembali dalam menyu-
sun undang-undang pemilu 2014, dan menurut
hemat penulis perdebatan il muneul tak jauh
dari apa vang terjadi samt menvusun Undang-
Undang Pemilu 2009. Karena itu wacana yang
dominan hanvalah seputar jumlah angka dalam
menaikkan PT, ads yang menghendaki tetap,
naik menjadi 3-4 % hingga ke tingkat ckstremis
5 %. Dengan demikian penyelenggaraan peme-
rintah dapat efektif dan efisien harus diformula-
sikan dengan sistem penyederhanaan sistem ke-
partaian i Indonesia. Hal ini tentunya akan me-
ngurangi kegaduhan politik yang akan meng-
hambat jalannya pemerintah,
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